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PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2017
TENTANG

STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

—_

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1)
huruf ¢ dan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional
Pustakawan dan Angka Kreditnya, perlu menyusun
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pustakawan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala
Perpustakaan Nasional tentang Standar Kompetensi

Jabatan Fungsional Pustakawan;

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang
Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4774);

Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);
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Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007
tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil,
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun
1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 235);

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan
Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 322);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2014 tentang
Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
289);

Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 11
Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional
Pustakawan dan Angka Kreditnya (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 714);



Menetapkan
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9. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3
Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Perpustakaan Nasional sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala
Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional;

MEMUTUSKAN:
PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG
STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL
PUSTAKAWAN.

Pasal 1
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pustakawan
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 2

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pustakawan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan

bagi:

a. lembaga penyelenggara uji kompetensi pejabat fungsional
pustakawan  dalam = penyusunan = materi  untuk
pelaksanaan uji kompetensi;

b. penyelenggara diklat kepustakawanan dalam
penyusunan kurikulum dan pelaksanaan pendidikan dan
pelatihan uji kompetensi pejabat fungsional pustakawan;
dan

c. pejabat fungsional pustakawan yang akan naik jabatan.

Pasal 3
Peraturan Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku pada

tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 November 2017

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD SYARIF BANDO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN

PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL
PUSTAKAWAN

STANDAR KOMPETENSI
JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan kompetensi dan profesionalisme pustakawan menjadi salah
satu unsur penting yang wajib menjadi perhatian pemerintah. Hal
tersebut tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan yang berbunyi, membina
dan mengembangkan kompetensi, profesionalitas pustakawan, dan

tenaga teknis perpustakaan.

Tindak lanjut dari pelaksanaan Pasal 7 ayat (1) huruf g Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan tersebut diatur dalam
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan
dan Angka Kreditnya. Pasal 6 ayat (1) huruf ¢ menyatakan bahwa
Perpustakaan Nasional mempunyai tugas antara lain mengembangkan

dan menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Pustakawan.

Berikutnya, Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa untuk meningkatkan
kompetensi dan profesionalisme, pustakawan yang akan naik jenjang
jabatan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi. Ayat (2) menyatakan
bahwa dikecualikan dari uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) bagi pustakawan yang telah memiliki sertifikat kompetensi.



